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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab terdahulu, maka 

dirumuskan kesimpulan, sebagai berikut; 

1. Pertimbangan Penuntut Umum untuk melaksanakan penuntutan terhadap 

tindak pidana yang terjadi di luar daerah hukumnya dilatar belakangi oleh 

alasan yuridis dan alasan non yuridis. Adapun yang menjadi alasan yuridis 

adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan”kejaksaan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah satu dan tidak 

terpisahkan”
 
, atau yang dikenal dengan istilah een  en ondeelbaar. 

Adapun alasan non yuridis yaitu tidak lepas dari sejarah terbentuknya 

Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada tahun 1977 daerah hukumnya 

mengikuti daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dan juga 

forum gabungan  Mahkamah Agung, Kehakiman, Jaksa dan Polisi (yang 

selanjutnya disebut MAHKEHJAPOL) saat itu menyepakati bahwa daerah 

hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam melaksanaan 

wewenangnya melakukan penuntutan meliputi Kota Padang Panjang dan 3 

(tiga) kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan X Koto, 

Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan. 

2. Akibat hukum terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang 

tidak berwenang belum diatur di dalam KUHAP, sehingga dalam prakteknya 

terdapat dualisme bagi hakim dalam memandang persoalan penuntutan yang 

dilakukan oleh Penuntut Umum di luar daerah hukumnya sehingga menimbulkan 

ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. 



 

2 

 

B. Saran 

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan kesimpulan 

yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Agar adanya kepastian hukum dalam dalam pelaksanaan penegakan 

hukum, khususnya oleh Penuntut Umum, agar dalam perumusan KUHAP 

yang baru permasalah penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum 

yang tidak berwenang, diatur dalam aturan hukum yang jelas sebagaimana 

aturan hukum mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam 

memeriksa perkara tindak pidana. 

2. Guna menghindari munculnya permasalahan yang sama dikemudian hari, 

maka dengan belajar dari kejadian ini, seharusnya Kejaksaan Agung 

mengeluarkan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan, yang 

dapat berupa Surat Edaran ataupun Juknis (Petunjuk Teknis) yang berisi 

aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan penuntutan diluar daerah 

hukum Kejaksaan Negeri/Tinggi. 

3. Agar Mahkamah Agung konsisten dalam menjalankan ketentuan Pasal 4 

ayat (1) Undang -undang nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 

atas undang -undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, yang 

merupakan konsideran dari dasar diterbitkannya Surat Keputusan 

Mahkamah Agung Nomor:200/KMA/SK/X/2018. 
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